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TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN PEMASUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa setiap orang berhak mencapai kualitas
hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan
yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan
gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa
hidup sejahtera lahir dan batin,

bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa
bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang
dengan gangguan jiwa mengakibatkan  terjadinya
pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa;

bahwa Pemerintah perlu memberikan pelindungan dan
menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan
masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa
berdasarkan prinsip- prinsip hak asasi manusia;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanggulangan Pemasungan,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



